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Mengingat

KEPALA DESA PULOSARI

RANCANGAN PERATURAN DESA PULOSARI

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

a.

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULOSARI

bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan  landasan kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2025;

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang,
Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor
8/D);

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
Nomor 12 tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2018 Nomor 12/D);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 2/ E);
Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);

Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok di Kabupaten Jombang
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor
10/E);

Pex(atzxran Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (berita Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 84/E);

Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pulosari Tahun 2025
Nomor 2/E);

Peraturan Desa Pulosari Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Pulosari Tahun 2017 Nomor 2/D);

Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pulosari
Tahun 2019 Nomor 6/E;

Peraturan Desa Pulosari Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa
Pulosari Tahun 2025 Nomor 6/E);
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULOSARI
dan
KEPALA DESA PULOSARI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PULOSARI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulosari Tahun Anggaran
2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.651.914.600,00
2. Belanja Desa Rp. 1.597.517.411,91
Surpuls/Defisit Rp. 54.397.188,91
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 35.602.811,91
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 90.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (54.397.188,91)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0,00
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;
Daftar Penyertaan Modal;
Daftar Dana Cadangan;
Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

a0 OP

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
e. berskala lokal desa.

2 -



-6 -
e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

: Di'tet;pkég-di : Desa Pulosari
/ Pada tanggal : 24, Desember 2025
\:KEW DBFSA PULOSARI
) : T t f 3

(NEFI UFUS SOLIKAH)

Diundangkan di Desa Pulosari

Pada tanggal : 24, Desember 2025

SEKR%‘TARIS DESA PULOSARI
W

WIBJI

LEMBARAN DESA PULOSARI TAHUN 2025 NOMOR 7/A



BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD
Nomor: 180/ 7 /415.72.13 /2025

Nomor : 180/ 7/415.72.13 /BPD/ 2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PULOSARI KECAMATAN BARENG
KABUPATEN JOMBANG

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini jumat tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua
puluh lima kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

1. (NEFI UFUS SOLIKAH) : Kepala Desa Pulosari, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Pulosari. yang beralamat di jalan Anjasmoro No
313 Desa Pulosari selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KESATU
2. (MUSTAIN) Ketua BPD Desa Pulosari
( EKO CAHYONO) Wakil Ketua BPD Desa Pulosari

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Pulosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Anggaran dan Belanja Desa
(APB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang
terlampir pada Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada
catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi
atas APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Bareng untuk
mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah
ditandatangani Berita Acara ini.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Pulosari ,

NEFI UFUS SOLIKAH

HYONO S.Pd



NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Hari / tanggal : Senin , 22 Desember 2025

Jam :09.00 WIB s.d. 12.00 WIB

Tempat : Balai Desa Pulosari

Kehadiran : Laki-laki = cecersrees orang
Perempuan = ........... orang

. Pembuakaan

. Sambutan Ketua BPD

. Sambutan Kepala Desa Pulosari

. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran
2026

S. Penutup.

Susunan Acara :

£ W -~

Pimpinan Rapat : ............eeuevevveeeenensenrssssnsssssnnnnns

Uraian Jalannva Rapat:
1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (MUSTAIN,M.Pd.])

P—agat ..... e _bagmn.  perhn dahmlchmmn 'gm . Bf0. Ehususiiyz
.. Fdng% . pembahasan. 420 Peny pAeatan.. jchﬂndﬂﬂ . bersamy
Fq?mD:LaOlch ..... Earena. by, pembAhacan oy dihaapian,
e CAPAY dlRkuiaan s.scm.....C.sr.f.!\at....QbJsEt.tf.,....ézn....mc.og.cdgfaol.:m
....... Eefenki0gao...... MANA@EY . desa ...

.......

A AREAL . serta dOARSANAkAn | berdASArEZ0 PR 0p.
....... taon Vzm\zwnhbtl\mdanlccadtn?n?

..............................................................................................................................

L Anelalu YAAp70 | Perencanaan | Uang.., SefuA: * dendAn  peatucan

L daundang. - UndzangAn . mutas . dan  musdes , pényustnan PEP
&sz%\huo ..... &9.&.&?...hr.ngg.a....{z.em.l?abam ..... bersama. BPO.

.........................................................................................................

..............................................................................................................................



4. Musyawarah Penyepakatan APB Desa Tahun Anggaran 2026 X))
% ST b, ddaksanaian, . Pembahzsan...... Ssr;!m....msmls.\.\!.r.s{h...g ...............
...... dan.... emerniah...... Oesa. . ScpakAE | dan. Menyduque T
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..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

S. Penutup/Do’a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun
Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa
Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

----------------------------------------

-----------------------------

..............................................................................................................

........................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Pulosari, 22 Desember 2025
ekretaris Rapat,

|

P—
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RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAFTAR HADIR

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.
Desa : Pulosari
Hari/ Tanggal : ................. J e PSR 2026
NO NAMA L/P|  atamar  (JRSEE/| TANDA
Lo Pussamn m P C | fw. Ruoei | epm. lfl%
2. | Fro Chtyom. Sl C| ~ * — ppo. g::., 2.
3. |SK wAwairrMh P | cumaeamulyo BPD. |3 ¢
4. gamfci(‘anh C | panasin bpe-- j
5. | @ |hdayaki P | PoLosar P)fd
6. | PURWANTD | L | pen. Duatonade |  Bpo
7. | Comarre. P | C.Mutye érp .
8.\ SheCihan C | Poovare | Pod.
9. \\.'o(-/ut [awnuks| (| Pawosafd fpd.
10. i = :
11. 11.
12: 12.
13. 13.
14. 14,
15. 15.
16. 16.
17 17.
18. 18.
19. 19.
20. 20.
21. 21.
22. 22.
23. 23.
24. 24.
25. 25.




BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan desember tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua bertempat di Balai Desa Pulosari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa
Pulosari, Kecamatan Bareng Kabupaten Situbondo mengadakan rapat dalam
rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2026.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam
rangka membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah
dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026, dengan rincian sebagai berikut:
1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 50.820.000,00

2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 286.828.800,00
Perangkat Desa

3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan 38.357.340,00
Perangkat Desa

4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 77.223.137,95
Honor PKPKD dan PPKD

S | Penyediaan Tunjangan BPD 23.688.000,00

6 | Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa |  62.500.000,00
dari Tanah bengkok/ Tanah Kas desa

7 | Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus | 129.400.000,00
Kabupaten

8 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) 40.000.000,00
Perkantoran/Pemerintahan

9 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Desa 35.017.191,00

10 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil 1.900.000,00
Desa **)

11 | Penyelenggaraan =~ Musyawarah  Perencanaan 1.400.000,00
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)

12 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya 4.100.000,00
(Musdus, Rembug Desa Non Reguler)

13 | Penyusunan  Dokumen  Perencanaan  Desa 7.510.000,00
(RPJMDesa/RKPDesa dll)

14 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 1.500.000,00
APBDes Perubahan, LPJ dll)

15 | Penyusunan  Kebijakan  Desa(Perdes/Perkades 1.900.000,00
selain Perencanaan/Keuangan

16 | Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.987.908.,00




2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ 25.500.000,00

2 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi 6.700.000,00
Masyarakat

3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan 200.000.000,00
Sarana/Prasarana/Alat Peraga

4 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan 7.200.000,00
Buku, Honor, Taman Baca)

5 | Dukungan Pendidikan bagi Siswa 12.000.000,00
Miskin/Berprestasi

6 | Penyelenggaraan Taman Posyandu 1.850.000,00

7 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes 6.000.000,00
Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)

8 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 77.030.000,00
Bumil, Lamsia, Insentif)

9 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk 3.900.000,00
Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

10 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 38.964.000,00

11 | Penyelenggaraan Posyandu Remaja 7.600.000,00

12 | Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Gang 90.000.000,00

13 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai 15.000.000,00
Kemasyarakatan

14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan 15.355.000,00
Jalan Lingkungan Pemukiman**

15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana 100.000.000,00
Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

16 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 6.100.000,00
Baliho DII

17 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi 6.000.000,00
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

18 | Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software 1.500.000,00
Desa/ Website Desa

19 | Pemeliharaan sarana/prasarana teknologi informasi 13.200.000,00
dan komunikasi berbasis aplikasi digital

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga 7.500.000,00
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes

2 | Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan 14.195.000,00
Masyarakat Miskin

3 | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 2.700.000,00

4 | Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyaraka 10.686.000,00

5 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 2.148.034,96

6 | Pembinaan PKK 55.565.000,00




4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1.000.000,00

2 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.000.000,00

3 | Peningkatan Kapasitas BPD 9.000.000,00

4 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, 30.000.000,00
Kecil, Menengah dan Koperasi

S | Fasilitasi Gelar Potensi Desa 3.000.000,00

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA

1 | Penanganan Keadaan Mendesak 48.800.000,00

B. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026 setelah menyelesaikan koreksi
atas APB Desa Tahun anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan
perubahan, sebagaimana catatan berikut:

1. Mengoreksi Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026; dan
2. Menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan
dan Penyepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PULOSARI

1. Ketua / Anggota

2. Wakil Ketua/Anggota
3. Sekretaris / Anggota
4. Anggota

5. Anggota

6. Anggota

7. Anggota

8. Anggota

9. Anggota
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA PULOSAR!

NOMOR

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : DRAFT AWAL
KODE REK URAIAN A"(G::')*AN KETERANGAN
1 2 3 4

4. PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 75.000.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.560.228.600,00
43 Pendapatan Lain-lain 16.686.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.651.914,600,00
5. BELANJA
51 Belanja Pegawali 462.194.140,00
52 Belanja Barang dan Jasa 593.151.080,91
53 Belanja Moda! 495.372.191,00
54 Belanja Tidak Terduga 46.800,000,00

JUMLAH BELANJA 1.597.517.411,91

SURPLUS / (DEFISIT) 54.397.188,09
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 35.602.811.91
611 SILPA Tahun Sebelumnya 35.602.811,91
8.2, Pengeluaran Pembiayaan $0.000.000,00
g L, gooooooooo

PEMBIAYAAN NETTC (54.397.188,09)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN 0,00
—_—

Pulosari, 29 December 2025

Kepala

Printed by Sis
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA PULOSAR|

NOMOR

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PULOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : DRAFT AWAL
K URAIAN A“‘:“R:R)M SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
41 Pendapatan Asli Desa 75.000.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.560.228.600,00
43 Pendapatan Lain-lain 16.686.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.651.914.600,00
5. BELANJA
i BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 772.024.376.95
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 668.817.277,95
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 50.820.000,00 | ADD
1101 | 51. Belanja Pegawai 50.820.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 286.828.800,00 | ADD
1102 | 51. Belanja Pegawai 286.828.800,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 38.357.340,00 | ADD, PBH
1103 | 51. Belanja Pegawai 38.357.340,00
1.1.04 ;’"a)nyod'aan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 77.223.137,95 | ADD, DLL, PBH, |
1104 | 52, Belanja Barang dan Jasa 77.223.137,95
1.1.058 Penyediaan Tunjangan BPD 23.688.000,00 | PBH
1105 | 51, Belanja Pegawai 23.688.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 0,00 | DDS
1108 | 54, Belanja Tidak Terduga 0,00
1190 Penerimaan Lain Kepala desa dan Perangkat Desa dari Tanah bengkok/ Ta 62.500.000,00 | PAD
nah Kas desa
1180 | 51. Belanja Pegawai 62.500.000,00
1.1.93 Penyediaan Operasional Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten 129.400.000,00 | PBK
11983 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 129.400.000,00
1.2, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 75.017.191,00
1201 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 40.000.000,00 | PBK
1201 | 53 Belanja Modal 40.000.000,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 35.017.191,00 | DDS
1202 | 53 Belanja Modal 35.017.181,00
13. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 1.900.000,00
dan Kearsipan

2012/2025 09:21:23
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KODE

RAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING Y (Rp)

1 2 3 4 5
1302 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 1.900.000,00 | ops
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00
14. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 26.289.908,00

dan Pelaporan

1401 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 1.400.000,00 | pos
Reguler)

1401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R 4,100.000,00 | oos
eguler)

1402 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00

1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 7.510.000,00 | oos

1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.510.000,00

1404 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 1.500.000,00 | oos
dll)

1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00

1406 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan 1.900.000,00 | DOS
gan)

1406 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00

1490 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 9.879.908,00 | PBM

1490 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.879.808,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 633.899.000,00

21, Sub Bidang Pendidikan 253.250.000,00

2101 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De 25.500.000,00 | oS
88 (Honor, Pakaian dll)

2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00

2103 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 6.700.000,00 | ooS

2103 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00

2108 Pembangunan/RehabilitasyPeningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat 200.000.000,00 | PBP
Peraga

2108 | 653 Belanja Modal 200.000.000,00

2108 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Ba 7.200.000,00 | DOS
ca)

2108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00

2110 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 12.000.000,00 | DDS

2110 | 52 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

2190 Penyelenggaraan Taman Posyandu 1.850.000,00 | DDS

2190 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00

22. Sub Bidang Kesehatan 133.494.000,00

2201 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 6.000.000,00 | DDS
KB, dsb)

2201 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 77.030.000,00 | DDS

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 77.030.000,00

2203 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 3.900.000,00 | DDS
der Kesehatan dll)
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KODE

REKENING URAIAN mwu PRI
1 2 3 4 5

2203 | 52, Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 38.964.000,00 | DDS, PBH

2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 38.964.000,00

22N Penyelenggaraan Posyandu Remaja 7.600.000,00 | oos

2291 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

23, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 220.355.000,00

23.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 90.000.000,00 | PBx

2302 | 53 Belanja Modal 90.000.000,00

2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 156.000.000,00 | pos

2306 | 53 Belanja Modal 16,000.000,00

2311 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 15.355.000,00 | oDS
Permukiman **)

2311 | 53 Belanja Modal 15.355.000,00

2314 mb;:;gumnmehotlamemm Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel 100.000.000,00 | PeK

2314 | 53, Belanja Modal 100.000.000,00

28. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 26.800.000,00

2602 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DIy 6.100.000,00 | oS

2602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00

2603 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi L 6.000.000,00 | DDS
okal Desa

2603 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

2690 Pengadaan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Software Desa/ Website Desa 1.500.000,00 | pos

2690 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.500,000,00

2691 Pemeliharaan sarana/prasarana teknologl informasi dan komunikasi berbas 13.200.000,00 | DDS
is aplikasi digital

2691 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 92.794.034,96

31 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 21.695.000,00

Masyarakat

3.1.02 mualm & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe 7.500.000,00 | PAD

3102 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

3.1.08 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 14,195.000,00 | DDS

3106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 14.195.000,00

32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 13.386.000,00

3290 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 2.700.000,00 | pBH

3290 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00

3.2.92 Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 10.686.000,00 | DLL

3292 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 10.686.000,00

34. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 57.713.034,96

34.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 214803496 | DOLL

3402 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.148.034 96

3403 Pembinaan PKK 55.565.000,00 | DDS, PAD. PBK
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KODE

ANGGARAN

‘Solikah

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5
3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 55.565.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT $2.000.000,00
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 18.000.000,00
4301 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 1.000.000,00 | ADD
4301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1,000.000,00
4,302 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.000.000,00 | ADD
4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 9.000.000,00 | ADD, PBH
4303 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
45, Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 30.000.000,00
4502 :;f;gembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 30.000.000,00 | DOS, PBK
|
4502 | 52 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
47. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 3.000.000,00
4791 Fasilitasi Gelar Potensi Desa 3.000.000,00 | pos
4791 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00
5 46.800.000,00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 46.800.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 46.800.000,00 | poS
5300 | 54, Belanja Tidak Terduga 46.800.000,00
JUMLAH BELANJA 1.597.5617.411,91
SURPLUS / (DEFISIT) 54.397.188,09
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 35.602.811,91
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 90.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (54.397.188,09)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN 0,00
= e ——— %%
Pulourl, 29 December 2025
Kepala [ ;
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